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MOTTO 

“Fa inna ma‘al ‘usri yusrā, inna ma‘al ‘usri yusrā.” 

Artinya: “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan.” 

(QS. Al-Insyirah: 5–6) 
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Penelitian ini berangkat dari prinsip negara hukum dan demokrasi yang dianut 

Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak asasi manusia, termasuk kebebasan 

berekspresi dan kebebasan pers. Kebebasan tersebut menjadi indikator penting 

dalam menilai tingkat kematangan demokrasi, karena memungkinkan masyarakat 

untuk memperoleh dan menyampaikan informasi secara terbuka. 

Dalam praktiknya, kebebasan pers memiliki peran strategis sebagai pilar keempat 

demokrasi (the fourth estate) yang berfungsi sebagai pengawas kekuasaan negara. 

Jaminan terhadap kemerdekaan pers ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 1999 tentang Pers, yang melarang segala bentuk penyensoran dan 

pembatasan terhadap kegiatan jurnalistik. Namun demikian, kebebasan pers tidak 

bersifat absolut, karena dalam pelaksanaannya tetap tunduk pada pembatasan 

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. 

Permasalahan muncul ketika pembatasan tersebut diimplementasikan melalui 

ketentuan pidana, khususnya terkait penghinaan terhadap Presiden dan lembaga 

negara. Kehadiran kembali pasal-pasal penghinaan dalam KUHP terbaru 

menimbulkan kekhawatiran akan potensi kriminalisasi terhadap kebebasan 

berekspresi dan kebebasan pers. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa Mahkamah 

Konstitusi sebelumnya telah membatalkan ketentuan serupa karena dinilai 

bertentangan dengan prinsip demokrasi dan persamaan di hadapan hukum. 

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktik jurnalistik masih terdapat 

penyimpangan, seperti pemberitaan yang tidak berimbang atau tidak terverifikasi, 

sehingga berpotensi merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan pers dan perlindungan 

terhadap kehormatan serta martabat pejabat publik dan lembaga negara. 

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul kebutuhan untuk mengkaji secara 

komprehensif mengenai batasan hukum terhadap kebebasan pers, khususnya dalam 

konteks pemberitaan yang dianggap menghina Presiden dan lembaga negara. 

Kajian ini penting untuk menemukan titik keseimbangan antara kebebasan 

berekspresi sebagai hak konstitusional dengan pembatasan hukum yang 

proporsional dalam negara demokratis. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebebasan pers sebagai hak 

konstitusional dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji batasan hukum 

terhadap pemberitaan yang dianggap menghina Presiden dan lembaga negara. 

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokrasi yang 

dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun demikian, kebebasan 

tersebut tidak bersifat absolut karena tunduk pada pembatasan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 28J UUD 1945, termasuk melalui ketentuan hukum pidana. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang 

digunakan meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Pers, KUHP, dan 

UU ITE, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang 

relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji kesesuaian antara 

norma hukum yang berlaku dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia telah dijamin 

secara konstitusional, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan 

berupa potensi kriminalisasi melalui pasal-pasal penghinaan, khususnya terhadap 

Presiden dan lembaga negara. Keberadaan kembali norma penghinaan dalam 

KUHP menimbulkan perdebatan karena berpotensi bertentangan dengan putusan 

Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya telah membatalkan ketentuan serupa. Oleh 

karena itu, diperlukan penerapan prinsip proporsionalitas dalam pembatasan 

kebebasan pers agar tidak menghambat fungsi pers sebagai kontrol sosial. 

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan keseimbangan antara 

perlindungan terhadap kebebasan pers dan perlindungan terhadap kehormatan 

pejabat publik. Pembatasan hukum harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, 

dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi serta hak asasi manusia, sehingga 

tercipta kepastian hukum yang adil bagi semua pihak. 

Kata Kunci: Kebebasan Pers, Hak Konstitusional, Perlindungan Hukum, 

Penghinaan Presiden dan Lembaga Negara, Demokrasi. 
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